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 TRIE AYU SUDARTI (B111 10 270), Analisis Hukum Terhadap 
Mediasi Di Dalam Sengketa Informasi Publik. (dibimbing oleh Musakkir 
dan Hasbir Paserangi) 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya sengketa 
informasi publik dan untuk mengetahui penerapan mediasi di dalam 
sengketa informasi publik. 
 Penelitian ini dilaksananan di Kota Batam dan Makassar yakni pada 
Pengadilan Negeri Batam dan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data 
melalui wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Batam 
dan anggota Komisi Informasi. 
 Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah 
sengketa informasi publik terjadi jika dalam melakukan akses dan 
permintaan informasi, masyarakat sebagai pengguna dan pemohon 
informasi mendapatkan kesulitan dari Badan Publik yang diminta sehingga 
masyarakat sebagai pemohon informasi mengajukan keberatan kepada 
atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Ada 
beberapa faktor sehingga Pemohon Informasi mengajukan keberatan ke 
atasan PPID. Faktor-faktor ini bisa juga dikatakan sebagai penyebab 
terjadinya sengketa informasi publik. Penerapan mediasi didalam 
sengketa informasi publik yaitu dalam menyelesaikan sengketa informasi 
publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik mengatur mediasi diluar pengadilan. Dengan demikian 
mediator dalam sengketa informasi publik adalah komisioner di Komisi 
Informasi, bukan pengadilan. Di Pengadilan tidak lagi dilakukan mediasi 
karena  pada tahap pertama gugatan pertama yang menerima adalah 
Komisi Informasi sebagai Pengadilan tingkat pertama. Jika ada keberatan 
maka diajukan ke Pengadilan Negeri sebagai tahap banding atas putusan 
Komisi Informasi. Penerapan mediasi di sengketa informasi publik 
mendapatkan kendala yaitu apabila salah satu pihak tidak paham 
mengenai keterbukaan  informasi publik dan yang menjadi kendala 
utama dalam proses mediasi adalah ketika para pihak tidak menghadiri 
undangan mediasi. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Setiap manusia memiliki hak asasi yang melekat pada hakikat dan 
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak 
asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh 
negara, hukum pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu hak asasi manusia 
dalam hal ini adalah hak atas informasi. 
` Di Indonesia, hak atas informasi ini dijamin oleh Konstitusi atau 
Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 28F dinyatakan: "Setiap orang 
berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 
mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia." Itu berarti hak atas informasi merupakan hak asasi dan hak 
konstitusional yang harus dijamin oleh Negara.  
 Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikuatkan dengan 
lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (UU KIP). UU KIP memberikan jaminan kepada setiap 
Warga Negara untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh Badan 
Publik. UU KIP berisi acuan yang jelas tentang tata cara memperoleh 
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informasi dari badan publik, hak dan kewajiban badan publik, serta tata 
cara penyelesaian sengketa ketika hak masyarakat untuk memperoleh 
informasi terhambat/dihambat oleh pejabat di dalam Badan Publik 
tersebut. 
 Jika dalam melakukan akses dan permintaan informasi, masyarakat 
sebagai pengguna dan pemohon informasi mendapatkan kesulitan dan 
hambatan-hambatan, Badan Publik tidak memberikan informasi yang 
diminta, serta masyarakat tidak puas atas perlakuan tersebut, maka dapat 
dikatakan bahwa telah terjadi sengketa informasi.  
 Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, Sengketa Informasi 
Publik diartikan sebagai sengketa yang terjadi antara Badan Publik 
dengan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak 
memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-
undangan. Jika terjadi sengketa informasi, maka Pemohon Informasi 
Publik dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengeketa yang diatur 
dalam UU KIP. 
 Salah satu kasus sengketa informasi publik adalah kasus yang 
terjadi antara sejumlah mahasiswa dengan Universitas Putera Batam 
(UPB). Sejumlah mahasiswa tersebut menduga nilai hasil ujiannya telah 
direkayasa oleh pihak universitas karena nilai yang mereka dapat tidak 
sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Sikap tidak puas 
mereka diwujudkan dengan meminta informasi hasil ujian mereka kepada 
pihak universitas namun tidak ditanggapi sehingga mahasiswa tersebut 
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mengajukan keberatan ke Komisi Informasi Kepulauan Riau untuk 
diselesaikan. Pada tahap pertama penyelesaian sengketa informasi publik 
di Komisi Informasi, Pihak UPB menolak untuk dimediasi oleh Komisi 
Informasi dengan alasan bahwa Universitas Putera Batam bukan Badan 
Publik sehingga Pihak UPB merasa tidak perlu mengikuti sidang di Komisi 
Informasi Kepulauan Riau karena menganggap UPB bukan 
penyelenggara negara. Pada tahap selanjutnya, sidang ajudikasi, melihat 
bukti-bukti yang ada, UPB adalah badan publik sehingga Komisi Informasi 
berhak untuk menyelesaikan kasus sengketa informasi publik ini dan 
Komisi Informasi memutuskan (Putusan Nomor: 003/VII/KI-Kepri-PS/2013) 
bahwa informasi yang diminta oleh Para Mahasiswa adalah informasi 
publik. Pihak UPB merasa tidak puas atas putusan Komisi Informasi dan 
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas putusan Komisi Informasi 
tersebut. 
 Kasus diatas menunjukkan bahwa informasi bisa menimbulkan 
sengketa yang berujung ke meja hijau. Dalam menyelesaikan kasus 
sengketa informasi publik, sebelum perkara diselesaikan di Pengadilan, 
khusus untuk kasus sengketa informasi publik haruslah diselesaikan 
terlebih dahulu di Komisi Informasi. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi Komisi 
Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalan UU KIP dan 
peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan 
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Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui 
Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi.  
 Tahap pertama penyelesaian kasus sengketa informasi publik di 
Komisi Informasi adalah dilakukannya upaya mediasi dengan Komisi 
Informasi berperan sebagai mediator. Ketika upaya mediasi tidak berhasil, 
langkah selanjutnya yang dapat ditempuh ialah melalui proses ajudikasi 
nonlitigasi oleh Komisi Informasi. Langkah terakhir jika 
seseorang/pemohon tetap tidak menyepakati/menyetujui keputusan dari 
Komisi Informasi adalah mengajukan gugatan ke pengadilan dan kasasi. 
Inilah uraian ringkas tentang proses penyelesaian perkara terkait sengketa 
informasi publik dan berdasarkan uraian ini penulis menulis sebuah 
penelitian ilmiah yang berjudul: 




B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 
maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah terjadinya sengketa informasi publik? 
2. Bagaimana penerapan mediasi di dalam sengketa informasi publik? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka 
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui terjadinya sengketa informasi publik. 
2. Untuk mengetahui penerapan mediasi di dalam sengketa informasi 
publik. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai 
bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan 
memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada 
umumnya, dan memberikan masukan dalam praktik peradilan 
perdata di Indonesia khususnya tentang mediasi di dalam sengketa 
informasi publik dalam hukum acara perdata Indonesia. 
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2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi solusi 
bagi para penggugat dan para penegak hukum mengenai 






A. Bentuk Penyelesaian Sengketa 
Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses. 
Proses penyelesaian sengketa  tertua melalui proses litigasi di dalam 
pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui 
kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan 
kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul 
kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat 
dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak 
responsive dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang 
bersengketa. Sebaliknya melalui proses di luar pengadilan menghasilkan 
kesepakatan yang bersifat “win-win solution”, dijamin kerahasiaan 
sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal 
procedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara 
komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik. 
Satu-satunya kelebihan proses non-litigasi ini sifat kerahasiaannya, 




                                                             
1
 M.Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif 
Penyelesaian Sengketa, Graha Anugerah, Jakarta, 2009, Hal.1  
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1. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan 
Dalam buku Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara 
Perdata oleh Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi proses penyelesaian 
sengketa di pengadilan sebagai berikut:2 
1) Proses diawali dengan pendaftaran gugatan oleh Penggugat pada 
Pengadilan Negeri yang berwenang dengan membayar terlebih 
dahulu panjar biaya perkara, kemudian oleh Panitera akan diberi 
Nomor Register Perkara. 
2) Gugatan yang didaftarkan kemudian dilimpahkan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri 
akan menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara 
tersebut. Majelis Hakim yang ditunjuk akan menentukan hari dan 
tanggal Sidang I dan memerintahkan pemanggilan para pihak 
dalam Sidang I. 
3) Pada saat Sidang I, apabila para pihak (Penggugat dan Tergugat) 
hadir, maka Majelis Hakim akan memerintahkan para pihak 
menempuh proses mediasi. 
4) Para pihak yang berperkara menempuh proses mediasi dengan 
difasilitasi oleh seorang mediator yang terdaftar di Pengadilan 
Negeri yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu (paling 
lama 40 hari). 
                                                             
2
 Bambang Sugeng & Sujayadi, Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata, 
Kencana, Jakarta, 2011, hal.13 
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5) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan para pihak tidak 
mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka para pihak kembali 
masuk kedalam persidangan dan dimulailah proses jawab jinawab. 
Jawab jinawab diawali dengan Jawaban Tergugat. Jawaban 
tergugat akan disanggah dengan Replik dari Penggugat, yang 
kemudian dibantah dengan Duplik dari Tergugat. 
6) Tahap berikutnya adalah pembuktian. Pada tahap ini para pihak 
diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti masing-masing 
untuk memperkeuat dalil-dalil mereka, baik bukti tertulis maupun 
keterangan saksi. 
7) Setelah tidak ada lagi alat bukti yang diajukan dan diperiksa, Hakim 
akan menututp proses pembuktian dan mempersilahkan para pihak 
menyusun kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan pendapat para 
pihak yang memperkuat dalil-dalil mereka berdasarkan hasil 
pembuktian. 
8) Setelah para pihak menyampaikan kesimpulannya, Majelis Hakim 
akan menjatuhkan putusannya. 
9) Apabila terdapat pihak yang berkeberatan atas putusan yang 
dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dalam jangka waktu yang 
ditentukan, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan upaya 
hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali) 
10 
10) Apabila putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap 
(inkracht van gewujsde), pihak yang dimenangkan oleh putusan 
tersebut dapat memohonkan pelaksanaan putusan (eksekusi).  
 
2. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan 
 Penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan disebut 
Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam bahasa Inggris 
disebut Alternative Dispute Resolution (ADR). Alternatif penyelesaian 
sengketa ini meliputi negoisasi, konsilasi, mediasi, dan arbitrase.3 
1) Negoisasi 
Negoisasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui tawar-
menawar atau langsung kepada pihak-pihak yang bersengketa. 
2) Konsilasi 
Konsilasi adalah suatu penyelesaian di mana para pihak berupaya 
aktif mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga. Konsilasi 
diperlukan apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu untuk 
menyelesaikan sendiri perselisihannya. Hal ini menyebabkan istilah 
konsilasi sering kali diartikan sama dengan mediasi, padahal 
penyelesaian melalui konsilasi lebih mengacu kepada penyelesaian 
sengketa melalui  konsensus para pihak, sedangkan pihak ketiga 
hanya bertindak netral berperan secara aktif maupun tidak aktif 
 
                                                             
3 Ibid. hal.52 
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3) Mediasi 
Mediasi adalah proses negoisasi penyelesaian masalah di mana 
pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak 
yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh 
kesepakatan dengan memutuskan 
4) Arbitrase 
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 
perjanjian umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang 
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 
angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum). 
 
B. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi 
1. Pengertian dan Jenis Mediasi 
Pengertian Mediasi 
Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu: 
“mediare” yang berarti “berada di tengah”. Makna ini menunjuk pada peran 
yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan 
tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 
“Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi 
netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus 
mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil 
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dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari pihak yang 
bersengketa.4 
 Selain itu, kata “mediasi” juga berasal dari bahasa Inggris 
“mediation” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibat pihak ketiga 
sebagai penengah, atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang 
menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.5 
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti 
sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu 
perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi ini mengandung tiga 
unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian 
perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, 
pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang 
berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat 
dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan 
tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan. 6 
Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih 
menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para 
pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini 
amat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif 
penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negoisasi, adjudikasi, 
dan lain-lain.  Penjelesan kebahasaan ini masih sangat umum sifatnya 
                                                             
4 Syahrizal Abbas. Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional. 
Kencana. Jakarta. Hal.1-2. 
5
 Rachmadi Usman. Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. 
Hal.24 
6 Syahrizal Abbas. Ibid. Hal. 3 
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dan belum menggambarkan secara konkret esensi dan kegiatan mediasi 
secara menyeluruh. Oleh karenanya, perlu dikemukakan pengertian 
mediasi secara terminologi yang diungkapkan para ahli resolusi konflik 
Para ahli resolusi konflik beragam dalam memberikan definisi 
mediasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Laurence Bolle 
menyatakan “mediation is a decision making process in which the parties 
are assisted by a mediator; the mediator attempt to improve the process of 
decision making and to assist the parties the reach an outcome to which of 
them can assent.”7 Sedangkan J. Folberg dan A. Taylor memaknai 
mediasi dengan “…the process by which the participants, together with the 
assistance of a neutral persons, systematically isolate dispute in oreder to 
develop options, consider alternative, and reach consensual settlement 
that will accommodate their needs.”8 
Pengertian mediasi yang diberikan dua ahli di atas, lebih 
menggambarkan esensi kegiatan mediasi dan peran mediator sebagai 
pihak ketiga. Bolle menekankan bahwa mediasi adalah proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak 
ketiga sebagai mediator. Pernyataan bolle menujukkan bahwa 
kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para 
pihak, dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses 
pengambilan keputusan tersebut. Kehadiran mediator menjadi amat 
                                                             
7 Laurence Bolle sebagaimana dikutip oleh Syahrizal Abbas. Mediasi Dalam Hukum Syariah, 
Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Kencana. Jakarta. 2011. Hal.4 
8
 J.Folberg dan A. Taylor sebagaimana dikutip oleh Syahrizal Abbas. Mediasi Dalam Hukum 
Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Kencana. Jakarta. 2011. Hal.4 
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peenting karena ia dapat membantu dan mengupayakan proses 
pengambilan keputusan menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan 
outcome yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai.9 
J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada 
upaya yang dilakukan mediator dalam menjalan kegiatan mediasi. Kedua 
ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi 
dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang netral. Mediator dapat 
mengembangkan dan menawarkan pilihan penyeleseaian sengketa dan 
para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai 
suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. 
Alternatif penyelesaian yang ditawarkan mediator diharapkan mampu 
mengakomodasikan kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi 
dapat membawa para pihak mencapao kesepakatan tanpa merasa ada 
pihak yang menang atau pihak yang kalah (win-win solution).10 
Christopher W. Moore menegaskan bahwa mediasi adalah 
intervensi terhadap negoisasi. Ia menyebutkan “…The intervention in a 
negotiation or conflict of an acceptable third party who has limited or no 
authoritative decision making power, but assists the involved parties in 
voluntary reaching a mutually acceptable settlement of issues in 
dispute.”11 
                                                             
9 Ibid., 
10
 Ibid., hal.5 
11
 Christopher W. Moore sebagaimana dikutip oleh Syahrizal Abbas. Mediasi Dalam Hukum 
Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Kencana. Jakarta. 2011. Hal.8 
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Definisi ini menjelaskan hubungan antara mediasi dengan 
negoisasi, berupa mediasi sebagai bentuk intervensi terhadap negoisasi 
yang dilakukan oleh pihak ketiga. Mediator memiliki kewenangan terbatas 
dalam pengambilan keputusan, dan ia hanya membantu para pihak dalam 
mencapai kesepakatan bagi penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, 
keberadaan mediator harus diterima oleh kedua belah pihak yang bersifat 
netral dan imparsial. 12 
 Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat 
ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah 
cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator 
(Pasal 1 angka 7). Mediator adalah pihak netral yang membantu para 
pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan 
penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 
memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 angka 6).  
Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para 
ahli resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek 
penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan 
penyelesaian sengketa.  Oleh karenanya, mediator harus memiliki 
                                                             
12 Ibid. 
16 
sejumlah skill yang dapat mefasilitasi dan membantu para pihak dalam 
penyelesaian sengketa mereka. 13 
 
Jenis Mediasi 
 Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang 
Prosedur Mediasi di pengadilan , ada dua jenis mediasi:  
1) Mediasi di Pengadilan.  
Mediasi ini ada dua tahap:  
a. Mediasi awal litigasi, yakni mediasi yang dilaksanakan 
sebelum pokok sengketa diperiksa, dan  
b. Mediasi selama litigasi, yakni mediasi yang dilaksanakan 
ketika pokok sengketa dalam tahap pemeriksaan. Mediasi ini 
terbagi dua:  
1) Selama dalam pemeriksaan tingkat Pertama, dan  
2) Selama pemeriksaan tingkat Banding, dan Kasasi  
2) Di luar litigasi, yaitu mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan, 
kemudian perdamaian yang terjadi dimohonkan ke Pengadilan 
untuk dikuatkan dalam akta perdamaian 
 
Ada beberapa perbedaan antara mediasi yang dilakukan di luar 
pengadilan dengan mediasi yang dilakukan dalam proses berperkara di 
pengadilan, antara lain:14 
                                                             
13 Ibid.,hal. 8-9 
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1) Jika dalam proses mediasi di luar pengadilan, para pihak tidak 
terikat dengan aturan-aturan formal, maka dalam mediasi di 
pengadilan, mediator dan para pihak harus tunduk pada hukum 
acara mediasi yang diatur dalam Pasal 120 HIR/Pasal 154 Rbg., 
jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008. 
2) Mediasi di luar pengadilan (kecuali mengenai yang diatur dalam 
Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008) tidak 
memiliki kekuatan eksekutorial yang pelaksanaanya bisa 
dipaksakan melalui bantuan perangkat dan aparatur negara 
ketika kesepakatan damai itu tidak dilaksanakan secara 
sukarela, sedangkan pada proses mediasi di pengadilan hasil 
kesepakatan akan dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian 
yang memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana sebuah 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena akta 
perdamaian mengandung irah-irah “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; 
3) Pada proses mediasi di pengadilan, para pihak dapat memilih 
untuk menggunakan jasa seorang mediator dari kalangan hakim 
pengadilan, sehingga para pihak tidak dibebani untuk 
membayar jasa pelayanan mediator; sedangkan dalam proses 
mediasi di luar pengadilan, para pihak yang menggunakan 
                                                                                                                                                                       
14 Rachmadi Usman. Op.cit., hal.69-70 
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mediator professional akan dibebani untuk membayar biaya 
honorium mediator. 
4) Pada proses mediasi di pengadilan, jika proses mediasinya 
gagal maka secara otomatis perkaranya akan dilanjutkan 
dengan proses persidangan; sedangkan pada proses mediasi di 
luar pengadilan jika proses mediasinya gagal dan ingin 
melanjutkan dengan proses litigasim maka para pihak harus 
mengajukan gugatan terlebih dahulu di kepaniteraan 
pengadilan.  
 
 Meskipun memiliki beberapa perbedaan, secara prinsip antara 
proses mediasi di luar pengadilan dan proses mediasi dalam pengadilan 
memiliki beberapa bentuk kesamaan antara lain:15 
1) Sama-sama menggunakan pendekatan win-win solution; 
2) Sama-sama menggunakan peran pihak ketiga sebagai mediator 
yang sifatnya netral; 
3) Butir-butir kesepakatan sama-sama ditentukan oleh para pihak 
sendiri; 




                                                             
15 Ibid. 
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2. Mediasi di Pengadilan 
 Sebagaimana diketahui bahwa mediasi merupakan alternatif 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang bersifat sukarela atau 
pilihan. Akan tetapi, dalam konteks mediasi di pengadilan, ternyata 
mediasi di pengadilan bersifat wajib. Hal ini mengandung arti proses 
mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus terlebih dahulu 
dilakukan penyelesaiannya melalui perdamaian. Pihak-pihak yang 
bersengketa di muka pengadilan, terlebih dahulu harus menyelesaiakan 
persengketaannya melalui perdamaian atau perundingan dengan dibantu 
oleh mediator.  
 Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, selain 
mewajibkan semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat 
pertama terlebih dahulu harus diupayakan penyelesaiannya melalui 
perdamaian dengan mendapatkankan bantuan mediator, juga mengatur 
berkenaan dengan jenis perkara yang wajib dimediasi dalam konteks 
mediasi di pengadilan, yaitu semua perkara perdata terkecuali perkara-
perkara perdata yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, Pengadilan 
Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas 
Persaiangan Usaha (KPPU). Karena itu, maka berdasarkan ketentuan 
dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, semua 
perkara/sengketa perdata yang diajukan kepengadilan tingkat pertama 
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terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian 
atau perundingan dengan bantuan mediator. 
 
Proses Mediasi Di Pengadilan 
 Dengan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2008 dan pedoman teknis pelaksanaan mediasi pada pengadilan, 
tata cara pelaksanaan proses mediasi awal litigasi di pengadilan diatur 
sebagai berikut:16 
1. Tahap Pemilihan dan Penetapan Mediator. 
a. Pada hari pertama sidang yang dihadiri kedua belah pihak, 
hakim/majelis hakim berkewajiban menjelaskan keharusan untuk 
menempuh mediasi dan prosedur mediasi kepada para pihak yang 
berperkara 
b. Selain itu, hakim/majelis hakim yang menyidangkan perkara 
tersebut berkewajiban untuk bersungguh0sungguh 
mendorong/mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang 
berperkara melalui proses mediasi. 
c. Hakim/majelis hakim memberikan kesempatana kepada para pihak 
dapat memilih mediator hakim atau bukan hakim yang telah 
memiliki sertifikat sebagai mediator termasuk untuk berunding 
tentang pembebanan biaya yang timbul jika memilih mediator 
bukan hakim pada sidang pertama. 
                                                             
16 Ibid., hal.236-243 
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d. Untuk itu, para pihak yang berperkara dipersilahkan untuk memilih 
salah satu atau dua mediator sebagaimana yang tertera dalam 
daftar mediator. Hakim pemeriksa pokok perkara tidak boleh 
ditunjuk sebagai mediator kecual dalam hal tidak terdapat mediator 
lain. Jika pada hari pertama sidang tersebut belum berhasil memil 
mediator, para pihak yang berperkara masih diberikan kesempatan 
meminta penundaan persidangan paling lama 2(dua) hari kerja 
berikutnya. 
e. Dalam hal para pihak yang berperkara pada hari sidang pertama 
berhasil memilih mediator, hakim/ketua majelis hakim menunjuk 
mediator dengan penetapan atas kesepakatan para pihak, 
kemudian persidangan ditunda untuk proses mediasi. 
f. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, para pihak yang 
berperkara sudah harus memberitahukan kepada hakim/ketua 
majelis mengenai hasil perundingan memilih mediator, baik berhasil 
atau mengalami kegagalan. Jika para pihak yang berperkara 
mengalami kegagalan, maka ketua majelis hakim segera menunjuk 
hakim bukan pemeriksa pokok perkara taua hakim pemeriksa 
pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator. 
g. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak 
menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat 
menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada 
mediator atau setelah ditunjuk oleh ketua majelis hakim, masing-
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masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim 
mediator yang ditunjuk. 
h. Dalam hal mediator sudah ditunjuk, hakim/majelis hakim 
memberitahukan mediator yang ditunjuk dengan surat penunjukan 
mediator disertai salinan surat gugatan/permohonan/perlawanan 
dan memerintakan para pihak untuk menemui mediator yang 
ditunjuk guna memusyawarahkan jadwal mediasi. 
i. Paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, mediator yang ditunjuk 
wajib menentukan hasil pelaksanaan mediasi dalam sebuah 
penetapan, dengan ketentuan tenggang waktu antara surat 
penunjukan mediator dengan hari pelaksanaan mediasi tidak boleh 
lebih dari 7 (tujuh) hari kerja. 
j. Panggilan para pihak untuk mediasi dapat dilakukan oleh jurusita 
pengganti dan biayanya dibebankan kepada panjar biaya perkara 
k. Sebelum melaksanakan proses mediasi, mediator wajib 
mempelajari gugatan/permohonan, sehingga diperoleh suatu 
gambaran awal tentang pokok permasalahan dan mempersiapkan 
usulan jadwal pertemuan mediasi yang akan dibahas dan 
disepakati. 
 
2. Tahap Pelaksanaan Proses Mediasi 
a) Mediasi diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan tingkat 
pertama, kecuali para pihak menghendaki di tempat lain, apabila 
23 
mediator bukan hakim. Bagi mediator hakim tidak boleh 
menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan yang bersangkutan. 
b) Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah 
pihak, terlebih dahulu mediator memperkenalkan diri dan 
menjelaskan posisisnya sebagai pihak yang netral; menjelaskan 
urgensi dan relevansi institusi mediasi sebagai salah satu alternatif 
penyelesaian perkara; membuat kesepakatan tentang biaya 
mediasi, dalam hal mediator berasal dari bukan hakim; 
menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian 
sengketa melalui mediasi dan menyusun jadwal mediasi 
berdasarkan kesepakatan. 
c) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari 
kerja kecuali apabila dipandang perlu dapat diperjanjang paling 
lama 14 (empat belas) hari kerja sejal proses mediasi berakhir, 
sehingga penundaan persidangan perkara paling lama 54 (lima 
puluh empat) hari kerja sejak penunjukan mediator oleh para pihak 
atau yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Jangka waktu proses 
mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara. 
d) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan untuk 
penyelesaian proses mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan 
disepakati bersama. 
e) Mediator mewajibkan para pihak yang berperkara/principal untuk 
berhadir dalam dan selama proses mediasi. 
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f) Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir, proses mediasi ditunda 
untuk memanggil para pihak yang berperkara. Apabila telah 
dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara patut tidak berhadir 
dalam pertemuan mediasi tanpa alasan, maka mediator 
menyatakan proses mediasi telah gagal. 
g) Prses mediasi diawali dengan identifikasi masalah, karena itu 
mediator member kesempatan kepada kedua pihak/pihak yang 
hadir untuk menyiapkan “resume perkara”, baik secara lisan 
maupun tertulis. 
h) Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, penggugat/pemohon 
menyampaikan/membacakan resumenya, kemudian dilanjutkan 
dengan penyampaian/pembacaan resume perkara dari 
tergugat/termohon atau kuasanya. 
i) Setelah menginterventarisasi permasalahan dan alternative 
penyelesaian yang disampaikan kepada para pihak, mediator 
menawarkan alternatif solusi yang diajukan penggugat/pemohon 
kepada pihak tergugat/termohon dan sebaliknya, untuk dimintai 
pendapatnya. 
j) Mediator wajib mendorong para pihak yang berperkara untuk 
menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari 
berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak yang 
berperkara. 
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k) Apabila diperlukan, misalnya terjadi kebuntuan, mediator dapat 
melakukan “kaukus” atau pertemuan antara mediator dengan salah 
satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. 
l) Pemanggilan ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan 
penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu 
menyelesaiakna perbedaan pendapat di antara para pihak yang 
berperkara dapat dilakukan atas persetujuan para pihak atau kuasa 
hukum, di mana semua biaya jasa seorang ahli atau lebih dalam 
proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan 
kesepakatan. 
m) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak yang 
berperkara, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan 
menggunakan alat komunikasi. 
n) Sebelum mengambil kesimpulan, mediator memberikan 
kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk 
merumuskan pendapat akhir atas perkara tersebut. 
 
3. Tahap Akhir Proses Mediasi 
a. Tidak layak mediasi, dikarenakan hal berikut: 
1) Salah satu pihak yang berperkara menyatakan mengundurkan diri 
dari proses mediasi karena ada iktikad baik dari pihak lawan dalam 
menempuh proses mediasi; 
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2) Ada pihak lain/pihak ketiga yang berkepentingan tidak disebutkan 
dalam surat gugatan padahal terdapat kepentingan yang nyata-
nyata berkaitan dengan pihak lain, sehingga pihak lain yang 
berkepentingan tersebut tidak dapat menjadi salah satu pihak 
dalam proses mediasi 
3) Sengketa yang hendak dimediasi tidak termasuk dalam jenis 
perkara yang dapat didamaikan 
4) Surat pernyataan tidak layak mediasi dibuat oleh mediator 
b. Mediasi dinyatakan gagal, dikarenakan hal berikut: 
1) Jika salah satu pihak atau para pihak yang berperkara atau 
kuasanya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan 
mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati 
2) Jika salah satu pihak atau para pihak yang berperkara atau 
kuasanya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan 
mediasi tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut. 
3) Para pihak yang berpekara tidak mampu menghasilkan 
kesepakatan atas materi yang disengketakan. 
4) Para pihak yang berperkara tidak sepakat untuk mengakhiri 
sengketa dengan perdamaian atau apabila para pihak yang 
berperkara tidak menyampaikan pendapat akhirnya meskipun 
pernah hadir dalam sidang mediasi. 
5) Mediator wajib menyatakan secara tertukis bahwa proses mediasi 
telah gagal dan memberitahukan kegagalan mediasi tersebut 
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kepada hakim/majelis hakim pada hari sidang yang telah 
ditentukan, selanjutnya hakim melanjutkan pemeriksaan perkara 
sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. 
6) Surat pernyataan mediasi gagal tersebut dibuat oleh mediator. 
c. Mediasi mencapai kesepakatan 
1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak 
yang berperkara dengan bantuan mediator wajib merumuskan 
secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua 
belah pihak yang berperkara dan mediator, di mana hakim atas 
persetujuan para pihak yang berpekara dapat 
menguatkan/mengukuhkannya dalam bentuk akta perdamaian. 
2) Dalam hal kesepakatan perdamaian dilakukan oleh kuasa hukum, 
para pihak yang berperkara wajib menyatakan secara tertulis 
persetujuan atas kesepakatan perdamaian yang dicapai. 
3) Sebelum para pihak yang berperkara menandatangani 
kesepakatan perdamaian, mediator wajib memeriksa materi 
kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan 
yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat 
dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik. 
4) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian 
dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan 
perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan/atau 
klausula yang menyatakan perkara telah selesai. 
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5) Setalah surat kesepakatan perdamaian tersebut disetujui dan 
ditandatangani oleh para pihak yang berperkara dan mediator, para 
pihak yang berperkara atau mediator wajib menghadap kembali 
kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk 
memberitahukan kesepakatan bersama. 
 
d. Mediasi tidak mencapai kesepakatan 
1) Dalam hal para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, 
mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi 
telah gagal dan memberitahukan kegagalan mediasi tersebut 
kepada hakim/majelis hakim pada hari sidang yang telah 
ditentukan. 
2) Segera setelah menerima pemberitahuan kegagalan mediasi 
teserbut, hakim/majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara 
sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan 
menentukan hasil sidang berikutnya. 
3) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan 
pengakuan para pihak yang berperkara dalam proses mediasi tidak 
dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan 
perkara yang bersangkutan atau perkara lain. 
4) Seluruh catatan mediasi akan dimusnahkan dengan berita acara 
pemusnahan catatan mediasi sebelum sidang dibuka kembali yang 
ditandatangani oleh mediator. 
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 Proses mediasi dapat dilanjutkan lagi bilamana dikehendaki oleh 
para pihak yang berperkara kendatipun hakim/majelis hakim telah 
melanjutkan pemeriksaan perkara setelah menerima pemberitahuan 
mediator mengenai kegagalan proses mediasi. Proses mediasi sesudah 
pemeriksaan pokok perkara tersebut dinamakan dengan “mediasi dalam 
litigasi” (wakai). Sebagaimana diketahui dalam Peraturan Mahkamah 
Agung No. 1 Tahun 2008 ditekankan bahwa pada setiap tahapan 
pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk 
mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapak 
putusan. 
 Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 
dan pedoman teknis pelaksanaan mediasi di pengadilan, tata cara 
pelaksanaan mediasi dalam litgasi diatur sebagai berikut:17 
1) Berdasarkan kesepakatan bersama, para pihak yang berperkara 
dapat menempuh upaya perdamaian dengan menyampaikan 
kenginan berdamai kepada hakim/majelis hakim pemeriksa perkara 
yang bersangkutan, selanjutnya hakim/majelis hakim menunda 
pemeriksaan perkaranya yang dicatat dala Berita Acara 
Pemeriksaan. 
2) Para pihak yang berperkara menyampaikan permohonan dan 
menandatangani pernyataan memilih salah satu hakim menjadi 
mediator (mediator hakim). 
                                                             
17 Ibid., hal 243-244 
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3) Hakim/majelis hakim membacakan penetapan penunjukan mediator 
hakim dan memrintahkan kepada mediator hakim untuk 
melaksanakan tugas mediasi. 
4) Mediator hakim yang bersangkutan melakukan proses mediasi 
yang kedua ini berlangsung paling lama 14(empat belas) hari kerja. 
5) Prosedur selanjutnya sama seperti mediasi awal litigasi. 
 
3. Mediasi Di Luar Pengadilan 
 Mediasi di luar pengadilan tidak mengikuti tata cara seperti mediasi 
di pengadilan. Untuk mencegah adanya pihak yang mengingkari hasil 
kesepakatan, salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan, untuk 
mendapatkan Akta Perdamaian agar isi perdamaian tersebut dapat 
dilaksanakan (Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008). 
Hal ini dimaksudkan untuk menghargai iktikad baik para pihak yang 
menyelesaikan sengketa secara damai yang memilih mediasi di luar 
pengadilan.18 
 
Prosedur Mediasi Di Luar Pengadilan 
 Mediasi di pengadilan tentunya berbeda dari mediasi sebagai 
bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengacu kepada 
UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. Mediasi sebagaimana halnya arbitrase yang lainnya, sedikit 
                                                             
18 Ibid., hal 221 
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banyak merujuk, mengikuti, dan mendasarkan pada cara atau proses 
menurut penyelesaian sengketa secara arbitrase, oleh karena UU No. 30 
Tahun 1999, tidak spesifik atau khusus mengatur bagaimana prosedur 
atau mekanisme dalam mediasi.19 
 Menurut Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti Dosen Fakultas 
Hukum-USM dalam Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa 
Nonlitigasi di bidang perdangangan, secara garis besar dapat 
dikemukakan tahapan-tahapan mediasi sebagai berikut:20 
1. Tahap pembentukan forum. 
 Pada awal mediasi, sebelum rapat antara mediator dan para pihak, 
mediator mencipatkan atau membentuk forum. setelah forum terbentuk, 
diadakan rapat bersama. mediator memberi tahu kepada para pihak 
mengenai bentuk dari proses, menjelaskan aturan dasar, bekerja berdasar 
hubungan perkembangan dengan para pihak dan mendapat kepercayaan 
sebagai pihak netral, dan melakukan negoisasi mengenai wewenangnya 
dengan para pihak, menjawab pertanyaan para pihak, bila para pihak 
sepakat melanjutkan perundingan, para pihak diminta komitmen untuk 




                                                             
19 dikutip dari artikel Skripsi Idris Talib. Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan 
Mediasi. Lex et Societatis Vol.1. 2012. hal. 28 
20
 Dewi Tuti Muryati dan B.Rini Heryanti. Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa 
Nonlitigasi Di Bidang Perdangan. Dinamika Sosbud Vol.13. 2011. hal58-61 
32 
2. Tahap kedua, pengumpulan dan pembagian informasi. 
 Setelah tahap awal selesai, maka mediator meneruskannya dengan 
mengadakan rapat bersama, dengan meminta pernyataan atau 
penjelasan pendahuluan pada masing-masing pihak yang bersengketa. 
Pada tahap informasi, para pihak dan mediator saling membagi informasi 
dalam acara bersama dan secara sendiri-sendiri saling bagi informasi 
dengan mediator, dalam acara bersama. Apabila para pihak setuju 
meneruskan mediasi, mediator kemudian mempersilakan masing-masing 
pihak menyajikan versinya mengenai fakta dan patokan yang diambil 
dalam sengketa tersebut. Mediator boleh mengajukan pertanyaan untuk 
mengembangkan informasi, tetapi tidak mengijinkan pihak lain untuk 
mengajukan pertanyaan atau melakukan interupsi apapun. Mediator 
memberi setiap pihak dengar pendapat mengenai versinya atas sengketa 
tersebut. Mediator harus melakukan kualifikasi fakta yang telah 
disampaikan para pihak merupakan kepentingan-kepentingan yang 
dipertahankan oleh masing-masing pihak agar pihak lain menyetujuinya. 
Para pihak dalam menyampaikan fakta memiliki gaya dan versi yang 
berbeda-beda, ada yang santai, ada yang emosi, ada yang tidak jelas, ini 
semua harus diperhatikan oleh mediator. Kemudian dilanjutkan dengan 
diskusi terhadap informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak, 
untuk mengukuhkan bahwa mediator telah mengerti para pihak, mediator 
secara netral membuat kesimpulana tas penyajian masing-masing pihak, 
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mengulangi fakta-fakta esensial menyangkut setiap perspektif atau 
patokan mengenai sengketa. 
 
3. Tahap ketiga, tahap penyelesaian masalah. 
 Selama tahap tawar-menawar atau perundingan penyelesaian 
problem, mediator bekerja dengan para pihak secara bersama-sama dan 
terkadang terpisah, menurut keperluannya, guna membantu para pihak 
merumuskan permasalahan, menyusun agenda untuk membahas 
masalah dan mengevaluasi solusi. Pada tahap ketiga ini terkadang 
mediator mengadakan "caucus" dengan masing-masing dalam mediasi. 
Suatu caucus merupakan pertemuan sendiri para pihak pada satu sisi 
atau suatu pertemuan sendiri antara para pihak pada satu sisi dengan 
mediator. Mediator menggunakan caucus (bilik kecil) untuk mengadakan 
pertemuan pribadi, degnan para pihak secara terpisah, dalam hal ini 
mediator dapat melakukan tanya jawab secara mendalam dan akan 
memperoleh informasi yang tidak diungkapkan pasa suatu kegiatan 
mediasi bersama. Mediator juga dapat membantu suatu pihak untuk 
menyelesaikannya, mengeksplorasi serta mengevaluasi pihan-pilihan, 
kepentingan dan kemungkinan penyelesaian secara lebih terbuka. Apabila 
mediator akan mengadakan caucus, harus menjelaskan penyelanggaraan 
caucus ini kepada para pihak, menyusun perilaku mediator sehubungan 
dengan caucus yang mencakup kerahasiaan yaitu mediator tidak akan 
mengungkapkan apapun pada pihak lain, kecuali sudah diberi wewenang 
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untuk itu. Hal ini untuk menjaga netralitas dari mediator dan akan 
memperlakukan yang sama pada para pihak. 
 
4. Tahap keempat, tahap pengambilan keputusan 
 Dalam tahap ini para pihak saling bekerja sama dengan bantuan 
mediator untuk memilih solusi yang dapat disepakati bersama atau 
setidaknya solusi yang dapat diterima terhadap masalah yang 
diidentifikasi. Setelah para pihak mengidentifikasi solusi yang mungkin, 
para pihak harus memutuskan sendiri apa yang akan mereka setujui atau 
sepakati. Akhirnya pihak yang sepakat berhasil membuat keputusan 
bersama, yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian. Mediator 
dapat membantu untuk menyusun ketentuan-ketentuan yang akan dimuat 
dalam perjanjian agar seefisien mungkin, sehingga tidak ada keuntungan 
para pihak yang tertinggal di dalam perundingan. 
 
6. Mediasi Dalam Sengketa Informasi Publik 
 Dalam menyelesaikan sengketa keterbukaan informasi publik, 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dibentuk Komisi 
Informasi yang fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 bahwa: 
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi 
menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya 
menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan 
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menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau 
Ajudikasi nonlitigasi 
 Mediasi dalam sengketa ini dilakukan dengan bantuan mediator 
komisi informasi. Sedangkan Ajudikasi adalah proses penyelesaian 
sengketa antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. 
 Sesuai Pasal 38 diatur bahwa Komisi Informasi Pusat dan Komisi 
Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai 
mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi 
dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 
setelah menerima pokok perkara yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) 
huruf b. huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g. Undang-undang 
tersebut yaitu:  
- Tidak disediakannya informasi berkala. 
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi. 
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. 
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi. 
- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau 
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam 
Undang-Undang ini .   
 Dalam proses mediasi, anggota komisi informasi yang berperan 
sebagai mediator, di mana mediasi adalah alternatif pilihan para pihak dan 
bersifat sukarela. Setelah kesepakatan diperoleh, maka selanjutnya 
kesepakatan dituangkan dalam bentuk putusan komisi informasi yang 
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bersifat final dan mengikat. Penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi 
nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya 
mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para 
pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan (Pasal 42). Jadi 
jelas bahwa meskipun berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 
1 Tahun 2008, undang-undang ini mengenal dan mengatur tentang 
mediasi.21  
 
C. Informasi Publik 
1. Pengertian Informasi, Informasi Publik, dan Badan Publik 
a. Informasi 
Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk 
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh 
informasi publik merupakan hak asasi manusia sebagaimana tercantum 
dalam konsideran menimbang Undang-Undang tentang Keterbukaan 
Informasi Publik. 
Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik memberikan definisi bahwa informasi adalah keterangan, 
pernyataan, gagasan dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna dan 
pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar 
dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai 
                                                             
21
 Nurningsih Amriani. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Rajawali 
Pers. Jakarta. 2011. Hal. 139-141 
37 
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara 
elektronik maupun non-elektronik. 
 
b. Informasi Publik 
Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting 
negara demokatis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk 
mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Informasi Publik adalah 
informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima 
oleh suatu  badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan 
badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta 
informasi lain yang berkaitandengan kepentingan publik. 
 Definisi Informasi Publik ini sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 
angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
Menurut kategorinya, Informasi Publik terdiri atas: 
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala 
2. Infromasi yang wajib diumumkan secara serta merta, 
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat 
 
c. Badan Publik 
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi bahwa Badan Publik 
adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi 
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dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang 
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian  atau  seluruh  
dananya  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara 
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan 
masyarakat, dan/atau luar negeri.  
Terdapat lima kategori dalam pengertian Badan Publik, yang 
pertama adalah Lembaga Eksekutif. Lembaga Eksekutif mencakup 
seluruh lembaga yang masuk dalam jajaran pemerintahan baik di tingkat 
pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga desa. Lembaga Eksekutif di 
tingkat pusat yang masuk dalam kategori Badan Publik antara lain 
Lembaga Kepresidenan, Kementrian Negara (misal: Kementrian 
Pendidikan, Kementrian Luar Negeri). Di tingkat Provinsi antara lain 
Badan, Dinas, dan Biro. Sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota misalnya 
Dinas, Badan, Bagian, dan camat sampai dengan tingkat desa. Kategori 
kedua adalah  Lembaga Legislatif atau lembaga perwakilan rakyat baik di 
tingkat pusat (DPR/DPD), maupun di tingkat provinsi (DPRD Provinsi), 
Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota). Lembaga Yudikatif masuk 
dalam kategori ketiga dalam pengertian Badan Publik adalah Mahkamah 
Agung, Pengadilan Tinggi hingga Pengadilan Negeri, serta lembaga 
peradilan lainnya (Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata 
Usaha Negara). Sedangkan yang termasuk dalam kategori keempat 
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adalah Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya 
bersumber dari APBN/APBD antara lain institusi yang dibentuk 
berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan, misalnya KPU, 
LIPI, Komisi Penyiraran, dll. Dan Badan Hukum Milik Negara seperti 
Universitas, sekolah, rumah sakit pemerintah. Yang terakhir adalah 
kategori kelima, organisasi non-Pemerintah sepanjang sebagian atau 
seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, 
dan/atau luar negeri, misalnya lembaga-lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat, sepanjang organisasi ini memperoleh pendanaan baik 
sebagian atau seluruhnya dari APBN/APBD, mengumpulkan sumbangan 
masyarakat atau menerima sumbangan dana luar negeri. Kategori 
organisasi non pemerintah ini cukup luas, yang membatasi adalah bila 
lembaga ini menerima dana dari APBN/APBD,  dan sumbangan 
masyarakat atau luar negeri.22 
 
2. Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik 
 Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik antara lain: 23 
a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 
Informasi Publik. 
                                                             
22 Lebih lengkapnya liat: Daftar Badan Publik, Lampiran I Peraturan Komisi Informasi Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2010 
23
 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Layanan Informasi Publik Sekretariat Jenderal 
DPR RI, Dasar Hukum Layanan Informasi Publik, http://ppid.dpr.go.id/index/statik/id/5, diakses 
tanggal 21 November 2012, pukul 01:50 WITA 
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b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. 
c) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 
Informasi Publik. 
d) Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik Di DPR-RI 
e) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar 
Layanan Informasi Publik  
f) SK KMA Nomor : 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan 
Informasi di Pengadilan24 
g) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.25 
h) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar 





                                                             
24 Ridwan Mansyur, Keterbukaan Informasi Peradilan Pada Penerapan Sistem Penelusuran Alur 
Perkara, 
http://www.mahkamahagung.go.id/images/news/KETERBUKAAN%20_INFORMASI_PADA_PENG
ADILAN.pdf, diakses pada tanggal 21 November 2013, pukul 01:55 WITA. 
25 Pengadilan Tata Usaha Menado, Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik, 
http://www.ptun-
manado.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=210%3Adasar-hukum-
keterbukaan-informasi-publik&catid=116%3Akip&Itemid=1, diakses tanggal 21 November 2013, 
pukul 01:58 WITA 
26 Ibid. 
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3. Asas dan Tujuan Keterbukaan Informasi Publik 
 Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik menyebutkan asas dalam Keterbukaan Informasi Publik 
yaitu: 
1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh 
setiap Pengguna Informasi Publik. 
2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 
3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon 
Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan 
cara sederhana. 
4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan 
UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan 
pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu 
informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah 
dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik 
dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada 
membukanya atau sebaliknya. 
Secara lebih lengkap, tujuan disahkannya Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk: 
a) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan 
kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses 
pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu 
keputusan publik; 
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b) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 
kebijakan publik; 
c) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan 
kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 
d) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang 
transparan efektif dan efisien, akuntabel serta dapat 
dipertanggungjawabkan; 
e) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat 
hidup orang banyak; 
f) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa; dan/atau 
g) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan 
Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang 
berkualitas. 
 Dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan 
dapat merubah budaya ketertutupan (culture of secrecy) menjadi budaya 
yang terbuka. Dengan keterbukaan juga dapat menghilangkan berbagai 
“penyelewengan” yang terjadi karena berada di wilayah yang “tertutup”. 
Hak masyarakat untuk tahu juga ditempatkan di tempat yang “terhormat” 
sebagai bagian dari control publik. Selain itu, diberlakukannya UU KIP 
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akan menempatkan pentingnya sistem informasi, dan orang-orang 
profesional di bidang data dan dokumentasi.27 
 
4. Klasifikasi Informasi 
 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik mengatur jenis dan klasifikasi informasi publik. 
Berdasarkan klasifikasinya, informasi publik dibagi menjadi sebagai 
berikut: 
1) Informasi yang wajib diumumkan secara berkala/reguler (pasal 9); 
2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (Pasal 10); 
3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11); 
4) Informasi yang dikecualikan (Pasal 17). 
 Sedangkan jenis-jenis informasi dari klasifikasi informasi tersebut di 
atas adalah sebagai berikut: 
1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yaitu: 
 informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; 
 informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; 
 informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau 
 informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Informasi ini wajib diumumkan paling lambat 6 bulan sekali 
2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.  
                                                             
27
 Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Komunikasi dan 
Informatika, UU Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Turunannya, Modul Pelatihan 
Budaya Dokumentasi, 2012, Hal. 3.  
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Informasi yang masuk dalam kategori ini adalah informasi yang 
berkaitan dengan kebutuhan mendesak bagi hajat hidup orang banyak 
dan ketertiban umum. Misalnya informasi tentang kemungkinan akan 
datangnya bencana alam dan penyebaran suatu penyakit berbahaya 
seperti flu burung, SARS, demam berdarah, dan sebagainya. 
3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Termasuk dalam kategori 
informasi ini adalah: 
 Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah 
penguasaannya; 
 Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; 
 Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; 
 Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran 
tahunan Badan Publik; 
 Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; 
 Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam 
pertemuan yang terbuka untuk umum; 
 Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan 
pelayanan masyarakat; dan/atau 
 Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
 
Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi 
berikut ini sesuai dengan Pasal 12 UU KIP, diantaranya: 
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 Jumlah permintaan informasi yang diterima; 
 Waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap 
permintaan informasi; 
 Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; 
dan/atau 
 Alasan penolakan permintaan informasi. 
 
Pada pasal 14 UU KIP juga disebutkan bahwa setiap Badan Publik 
wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
yang dibantu oleh pejabat fungsional dan membuat serta 
mengambangkan system penyedian layanan informasi secara cepat, 
mudah, wajar, dan sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan 
informasi publik yang berlaku secara nasional untuk mewujudkan 
pelayanan cepat, tepat dan sederhana. 
 
Informasi yang wajib tersedia setiap saat diantaranya adalah informasi 
BUMN/BUMD dan badan usaha lain yang dimiliki oleh Negara, 
informasi tentang partai politik serta informasi tentang organisasi 
pemerintah sebagaimana diatur pada UU Nomor 14 tahun 2008 pada 
14, 15 dan 16. 
 Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik 
Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya 
yang dimiliki oleh negara diantaranya: 
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a) nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis 
kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, 
sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;  
b) nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota 
dewan komisaris perseroan; 
c) laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, 
dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah 
diaudit; 
d) hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat 
kredit dan lembaga pemeringkat lainnya; 
e) sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan 
pengawas dan direksi; 
f) mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas; 
g) kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka 
sebagai Informasi Publik; 
h) pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik 
berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran; 
i) pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang; 
j) penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan; 
k) perubahan tahun fiskal perusahaan; 
l) kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan 
umum atau subsidi; 
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m) mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau  
n) informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang 
berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha 
Milik Daerah 
 
 Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik 
diantaranya: 
a) asas dan tujuan; 
b) program umum dan kegiatan partai politik; 
c) nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya; 
d) pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah;. 
e) mekanisme pengambilan keputusan partai; 
f) keputusan partai yang berasal dari hasil 
muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang 
menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai 
terbuka untuk umum; dan/atau 
g) informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang 
berkaitan dengan partai politik. 
 
 Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi non 
pemerintah diantaranya:  
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a) asas dan tujuan; 
b) program dan kegiatan organisasi; 
c) nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya; 
d) pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, 
dan/atau sumber luar negeri; 
e) mekanisme pengambilan keputusan organisasi; 
f) keputusan-keputusan organisasi; dan/atau 
g) informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan 
 
4) Informasi yang dikecualikan. Termasuk kategori informasi ini adalah: 
 Informasi publik yang dapat menghambat proses penegakan 
hukum 
 Informasi publik yang dapat mengganggu kepentingan 
perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari 
persaingan usaha tidak sehat  
 Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan 
negara 
 Informasi publik yang dapat mengungkapkan kekayaan alam 
Indonesia 
 Informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional 
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 Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri 
 Informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat 
pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang 
 Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi 
 Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan 
Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan 
Komisi Informasi atau pengadilan; 
 Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-
Undang. 
 
 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan 
Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan saksama 
dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu 
dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.28 
 
5. Hak dan Kewajiban Pemohon, Pengguna Informasi dan Badan 
Publik 
 Diseminasi infromasi publik melibatkan pemohon, pengguna 
informasi dan badan publik. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang 
menggunakan informasi publik. Pemohon Informasi adalah adalah warga 
negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan 
informasi publik. Sedangkan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, 
                                                             
28 Ibid. Hal. 13 
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legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya 
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh 
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi 
nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar 
negeri. Baik pemohon, pengguna informasi dan badan memiliki hak dan 
kewajiban masing-masing dalam keterlibatannya memperoleh informasi 
publik. Ketiga hal tersebut diatur dan dibahas dalam UU No. 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informai Publik 
a. Hak Pemohon Informasi Publik 
Hak Pemohon Informasi Publik disebutkan dalam Pasal 4 UU No. 14 
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu: 
1. Setiap Orang Berhak  
a) melihat dan mengetahui Informasi Publik; 
b) menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum 
untuk memperoleh Informasi Publik; 
c) mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan 
sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau 
d) menyebarluaskan Informasi 
2. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan 
Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. 
51 
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke 
pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat 
hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang ini. 
 
b. Kewajiban Pengguna Informasi Publik 
Kewajiban Pengguna Informasi Publik disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu: 
1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana 
ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk 
kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
c. Hak Badan Publik 
Hak Badan Publik disebutkan dalam Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2008 
Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu: 
1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan. 
2. menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. informasi yang dapat membahayakan negara;  
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan 
usaha dari persaingan usaha tidak sehat;  
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;  
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau  
e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau 
didokumentasikan. 
 
d. Kewajiban Badan Publik 
Kewajban Badan Publik disebutkan dalam Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 
Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu: 
1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik 
yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi 
Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan 
ketentuan; 
2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak 
menyesatkan. Untuk itu Badan Publik harus membangun dan 
mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk 
mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat 
diakses dengan mudah; 
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3. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang 
diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. 
Pertimbangan sebagaimana dimaksud di sini antara lain memuat 
pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan 
dan keamanan negara. 
 
6. Sengketa Informasi Publik 
Kasus Sengketa Informasi Publik yang baru saja terjadi, beberapanya 
adalah: 
1. Pada tanggal 13 Maret 2012. PT. Rolika mengajukan Permohonan 
menyelesaikan sengketa informasi dengan PT. BNI Syariah kepada 
Komisi Informasi. Dalam putusannya, Komisi menyatakan bahwa 
informasi yang diminta PT. Rolika adalah informasi yang bersifat terbuka 
bagi pemohon. Salinan Informasi yang diminta Direktur Utama PT. Rolika, 
Rudy Jundani, pada 19 Januari 2012 adalah hasil verifikasi BNI Syariah 
terhadap perjanjian kontrak antara PT. Dalle Energy dan PT. Rolika. Dalle 
dan Rolika bekerja sama dalam proyek katering. Rolika sebagai pelaksana 
dan Dalle sebagai pemberi order. Dalle memegang proyek katering di 
Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Pacitan dan Teluk Naga, Banten. 
Kontraknya sekitar US$ 40 Juta dengan kurs Rp 9000-an per dollar. 
Rolika membutuhkan dokumen verifikasi tersebut untuk kepentingan 
penyelidikan di kepolisian. Soalnya, belakangan diketahui Dalle ternyata 
menipu. Proyek tersebut fiktif. Laporan Rolika ke polisi pada 2009 atas 
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kasus Dalle tidak bisa dilanjutkan proses hukumnya karena hasil verifikasi 
itu tidak bisa diperoleh. Adapun Rolika menggunakan kontrak kerja sama 
dengan Dalle itu untuk mengajukan pembiayaan kredit ke Bank Syariah.29 
 Bukannya melaksanankan putusan Komisi Informasi, PT BNI 
Syariah menggugat keputusan KIP tersebut melalui Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat dengan menyatakan PT BNI Syariah adalah anak 
perusahaan BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), bukan 
BUMN atau badan publik sehingga tidak tunduk pada UU KIP.30 
 PT. BNI Syariah menggugat secara perdata Komisi Informasi Pusat 
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda mediasi antar-kedua pihak di 
pengadilan untuk mencari titik temu gagal. 19 November 2013, Sidang 
perdana pokok perkara tidak jadi digelar karena penggugat tidak hadir 
diruang sidang.  “sidang akan dilakukan lagi pekan depan." Kata kuasa 
hukum Komisi Informasi Pusat, Nawawi Bahruddin, saat dihubungi 
Tempo, Kamis, 21 November 201331 
  
2. Sekelompok mahasiswa di Universitas Putera Batam (UPB) 
mengajukan permohinan informasi berupa salinan lembar jawaban ujian 
tengah semester 5 untuk 8 mata kuliah dan salinan lembar soal ujian 
tengah semester 5 untuk 8mata kuliah. Namun upaya para mahasiswa 
                                                             
29 Tempo BNI Syariah Gugat Komisi Informasi Pusat. 
http://www.tempo.co/read/news/2013/11/21/063531469/BNI-Syariah-Gugat-Komisi-Informasi-
Pusat. diakses 27 November 2013 Pukul 2:53 WITA 
30
 Pattiro Synergize The Action Lead The Change. Masyarakat Terancam Membayar Mahal Untuk 
Layanan Publik. 2013. http://pattiro.org/?p=3024Diakses 27 November 2013 pukul 3:00 WITA 
31 Lop.cit., tempo. 
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yang telah menggunakan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang 
No. 14 Tahun 2008 tersebut harus menuai hukuman.  Dari 11 mahasiswa 
yang mengajukan informasi terdapat 2 mahasiswa yang dikeluarkan (Drop 
Out) dan 5 mahasiswa yang diskors dengan tuduhan yang sama; 
“melanggar tata tertib UPB bab IV pasal 5 butir 16: bersikap dan bertindak 
yang dapat merongrong dan menjatuhkan nama baik almameter UPB” 
(berdasarkan Peraturan Universitas Putra Batam bab IV pasal 5 butir 16)”. 
Dalam perkembangannya, Komisi Informasi Kepulauan Riau memutuskan 
bahwa informasi tersebut merupakan informasi publik dan mewajibkan 
pihak universitas untuk segera memberikan informasi yang diminta 
kepada pemohon. Namun pihak universitas tidak terima atas putusan KI 
tersebut, dan meminta banding ke pengadilan negeri setempat.  Usaha 
pengadilan memediasi belum membawa hasil. Di pihak lain universitas 
justru menghukum para mahasiswa pemohon informasi itu. Proses 
pengambilan keputusan di tingkat universitas melalui Rapat Senat yang 
sepihak dan tidak melibatkan pihak berwenang merupakan pelanggaran 






 Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala 
sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, diperlukan 
suatu metode penelitian ataupun pedoman dalam melakukan penelitian, 
sebab dengan menggunakan metode penelitian atau pedoman penelitian 
yang tepat dan benar akan diperoleh validitas data serta dapat 
mempermudah penulis dalam melakukan penelitian terhadap suatu 
masalah. 
 
A. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian adalah tempat di mana penulis akan melakukan 
penelitian dalam rangka penyusunan skiripsi ini. Lokasi Penelitian yang 
penulis pilih yaitu di wilayah Pengadilan Negeri Batam untuk mencari 
perkara yang telah diputus mengenai masalah/perkara yang akan 
dijadikan tempat penelitian oleh Penulis. Dipilihnya lokasi penelitian di 
wilayah tersebut dengan alasan adanya pernah terjadi kasus sengketa 
informasi publik di wilayah pengadilan negeri tersebut. Penulis juga 





B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
 Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 
a) Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan 
dengan cara mengadakan wawancara terhadap hakim di 
Pengadilan Negeri tersebut. 
b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa 
literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, 
dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung. 
2. Sumber Data 
 Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu: 
a) Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber 
data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari 
para penegak hukum yang menangai sengketa informasi 
publik seperti hakim dan ahli hukum. 
b) Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), sumber 
data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa 
literature dan sumber bacaan lainnya yang dapat 
mendukung penulisan skripsi ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
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a) Teknik Wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan tanya 
jawab kepada pihak pihak yang terkait ataupun yang menangani 
kasus sengketa informasi publik antara lain Hakim Pengadilan 
Negeri Batam dan Anggota Komisi Informasi. 
b) Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari 
beberapa peraturan perundang-undangan serta beberapa literatur 
yang relevan dengan materi yang dibahas 
 
D. Analisis Data 
 Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer 
maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan 
secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah 
dari hasil penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penyebab Terjadinya Sengketa Informasi Publik 
1. Informasi Publik Sebagai Kebutuhan Masyarakat 
 Hak atas Informasi adalah salah satu hak asasi manusia. 
Ketersediaan Informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. 
Tanpa informasi, manusia tidak akan mengambil keputusan akan suatu 
hal. Ketersediaan informasi akan mampu memberikan pertimbangan bagi 
manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Oleh karenanya, 
informasi harus dapat diperoleh oleh setiap orang.  
 Informasi memiliki posisi yang teramat penting dalam kehidupan. 
Kapasitas otak manusia yang amat terbatas memicu kita untuk membagi 
pengetahuan yang kita miliki dengan manusia lain dengan menceritakan 
pengetahuan itu secara langsung, menuangkannya dalam bentuk tulisan 
atau gambar, menyanyikan dalam bentuk lagu, ataupun merekam adegan 
melalui gambar dua atau tiga dimensi. Pengetahuan yang disebarkan 
pada orang lain inilah yang disebut sebagai informasi. Agar dapat 
menyebarkan pengetahuan tersebut, manusia tentunya memerlukan 
informasi dari orang lain.32  
 Bagi seorang warga negara, informasi memungkinkan seseorang 
untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Informasi 
                                                             
32
 Dhoho A. Sastro et al, Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta: 
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2010, Hal.29 
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memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam 
konteks ini negara berkewajiban menyebarkan informasi yang harus 
diketahui oleh warga negaranya, demi kelancaran penegakan hukum dan 
terjaminnya hak warga negara. 
 Menurut Bapak Mattewakkan, informasi publik penting untuk 
diakses oleh masyarakat agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Undang -Undang No. 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan salah satu tujuan 
dari Undang-Undang tersebut adalah untuk mengatur kewajiban warga 
negara untuk memperoleh akses informasi publik. Akses atas informasi 
publik penting karena negara menginginkan Badan Publik khususnya 
pemerintah diharapkan mengelola pemerintahan lebih terbuka dan bisa 
dikontrol oleh masyarakat. Bagaimana cara masyarakat bisa mengontrol 
adalah dengan partisipasi. Partisipasi yang diharapkan adalah masyarakat 
terlibat didalam proses pemerintahan tersebut. Oleh karena itu sangat 
diperlukan pemerintah sangat terbuka dalam proses pengelolaan 
anggaran dan kebijakan-kebijakannya.33 
 Pasal 3 Butir b dan c Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: 
 Undang-Undang ini bertujuan untuk 
a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 
kebijakan publik. 
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 Wawancara dengan Bapak Mattewakkan, S.IP – Anggota Komisioner Komisi Informasi Provinsi 
Sulawesi Selatan, 04 Februari 2013, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan 
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b. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan 
kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik 
 Merujuk Undang-Undang di atas, jelas sekali negara menjamin hak 
warga negara untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik 
dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Namun hak tersebut akan sulit 
didapatkan oleh masyarakat bila informasi yang berkaitan dengan 
pengambilan kebijakan publik atau informasi yang berkenaan dengan 
kebutuhan masyarakat untuk mengawasi pengelolaan sebuah Badan 
Publik tidak disebarkan, atau bahkan ditutup-tutupi. Padahal, keterbukaan 
informasi dapat membuka ruang pengetahuan dan menyadarkan 
masyarakat, serta dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti: 
a. Sebagai sarana kontrol publik terhadap perilaku penyelenggara 
negara dan penyelenggaraan negara. 
b. Mendorong akuntabilitas proses penyelenggaraan dan 
penyelenggara negara. Penyelenggara negara akan menjadi lebih 
berhati-hati dalam membuat kebijakan publik, karena akan terus 
dipantau oleh masyarakat. Penyelenggaraan akan menjadi lebih 
terbuka, sehingga tidak ada permainan di balik layar yang akan 
merugikan masyarakat banyak. 
c. Prasyarat partisipasi yang efektif dalam pengambilan keputusan, 
misalnya masyarakat dapat memberikan masukan untuk satu 
kegiatan yang akan diselenggarakan oleh negara atau masyarakat 
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justru dapat membantu pemerintah/negara untuk menjalankan 
kegiatannya. 
d. Mencegah mal-administrasi dan korupsi. 
e. Memberikan data yang kuat untuk pembelaan bila seseorang 
terlibat dalam masalah hukum.34 
 
2. Faktor-Faktor Terjadinya Sengketa Informasi Publik 
 Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik, Sengketa Informasi Publik diartikan sebagai sengketa 
yang terjadi antara Badan Publik dengan Pengguna Informasi Publik yang 
berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi 
berdasarkan perundang-undangan. 
 Jika dalam melakukan akses dan permintaan informasi, masyarakat 
sebagai pengguna dan pemohon informasi mendapatkan kesulitan dan 
hambatan-hambatan, Badan Publik tidak memberikan informasi yang 
diminta, serta masyarakat tidak puas atas perlakuan tersebut, maka dapat 
dikatakan bahwa telah terjadi sengketa informasi.35 
 Sengketa informasi publik mulai terjadi jika Pemohon informasi 
mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi  (PPID) atau petugas pelayanan informasi di sebuah badan 
publik.  Ada beberapa faktor sehingga Pemohon informasi mengajukan 
keberatan ke atasan PPID.  Faktor-faktor ini bisa juga dikatakan sebagai 
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 Ibid Hal.30-31 
35
Maryati Abdullah, Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik, Draft Buku Panduan 
Community Center, Pattiro, Hal 20 
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penyebab terjadinya sengketa informasi publik. Faktor tersebut 
berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik.36 
 Pertama, adanya penolakan atas permintaan informasi 
berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik.   Pengecualian informasi berarti bahwa badan publik boleh tidak 
memberikan, menyebarluaskan atau membuka akses bagi suatu 
informasi. Ada beberapa informasi yang dikecualikan menurut undang-
undang, secara umum berkaitan dengan rahasia negara, bisnis dan 
pribadi.  
 Kedua, badan publik tidak menyediakan informasi berkala. Pasal 9 
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik mengatur bahwa badan publik wajib menyediakan informasi 
berkala.  Yang dimaksud informasi berkala adalah informasi yang 
berkaitan dengan eksistensi sebuah badan publik yang secara teratur 
dimutakhirkan minimal setiap enam bulan sekali. Informasi publik yang 
dimaksud adalah informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi 
mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, informasi mengenai 
laporan keuangan, dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 
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 Mattewakkan, Apa Itu Sengketa Informasi?, http://karaengmonga.net/apa-itu-sengketa-
informasi-publik/, diakses tanggal 3 Februari 2013, pukul 22.34 WITA 
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 Ketiga, tidak ditanggapinya permintaan informasi.  Kondisi ini terjadi 
jika badan publik melalui PPID atau petugas informasi sama sekali tidak 
memberikan respon terhadap permintaan informasi sesuai dengan 
petunjuk teknis layanan informasi yang telah diatur oleh Komisi Informasi. 
 Keempat, permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang 
diminta. Meski sebuah badan publik sudah menanggapi permintaan 
informasi namun Pemohon menganggap permintaan informasinya belum 
ditanggapi secara tuntas atau  tidak seperti yang diminta. Artinya,  badan 
publik memberikan informasi namun informasi yang diberikan tersebut 
bukanlah yang dimaksud oleh pemohon informasi. Misalnya, si pemohon 
meminta dokumen A, namun yang diberikan dokumen B. 
 Kelima adalah tidak dipenuhinya permintaan informasi. Dalam 
kondisi ini badan publik memberikan informasi yang diminta namun 
informasi yang diberikan tersebut tidak utuh atau tidak lengkap 
sebagaimana yang diminta. Misalnya, si pemohon meminta dokumen A, B 
dan C, namun yang diberikan dokumen A dan B saja. 
 Keenam, pengenaan biaya yang tidak wajar. Faktor biaya juga 
menjadi hal yang rentan menjadi sengketa informasi.  Misalnya, biaya 
yang dibebankan melebihi biaya yang telah ditentukan atau meminta 
biaya lain di luar yang sudah ditentukan. Untuk menjamin kepastian biaya 
bagi pemohon informasi maka Komisi Informasi  mengamanatkan kepada 
badan publik untuk menetapkan  standar biaya perolehan informasi publik, 
tentu saja harga yang sesuai dengan kondisi setempat.   
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 Ketujuh, persoalan waktu juga bisa menjadi sengketa informasi jika 
badan publik  memberikan informasi atau dokumen yang diminta namun 
melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU KIP. 
 Salah satu kasus sengketa informasi publik yang baru saja terjadi 
yaitu kasus sengketa informasi publik antara beberapa mahasiswa 
Universitas Putera Batam (UPB) dengan pihak UPB. Penyebab terjadinya 
sengketa informasi publik ini bermula dari ketidakpuasan sejumlah 
mahasiswa (Nampat Silangit, dan Kawan-kawan) atas hasil ujian tengah 
semester dan ujian akhir semester lima tahun 2011 yang mereka duga 
telah direkayasa pihak universitas (kampus) karena nilai yang mereka 
dapat tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Sikap tidak 
puas mereka diwujudkan dengan meminta informasi hasil ujian mereka 
kepada pihak universitas namun tidak ditanggapi. Tidak ditanggapinya 
informasi inilah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa informasi 
publik.37  
 Menurut Bapak Arifuddin Jalil selaku ketua Majelis Komisioner 
Komisi Informasi Kepulauan Riau, yang menjadi penyebab sehingga 
terjadinya kasus sengketa informasi publik antara Nampat Silangit dengan 
Universitas Putera Batam (UPB) adalah Badan Publik dalam hal ini UPB 
itu tidak memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 
tentang transparansi itu. Nampak Silangit sudah mengajukan surat 
keberatan namun tidak ditanggapi dan tidak memberikan respon yang 
                                                             
37 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2013/PN.BTM. 
66 
baik oleh pihak UPB. Setelah kasus ini masuk ke Komisi Informasi, 
seharusnya bisa dimediasi tapi sepertinya ada prinsip-prinsip yang 
dipegang teguh oleh pihak tersebut sehingga tidak bisa dibawah keranah 
mediasi. Jadi sebagai majelis juga sebagai komisioner hanya bisa 
mengarahkan tetapi tidak bisa memaksakan. Komisi Informasi sudah 
mencoba memberikan pemahaman dan ketika di persidangan yang 
terbuka untuk umum, pihak UPB mengatakan bahwa UPB bukan badan 
publik, artinya ketika mereka mengatakan "Kami bukan badan publik" 
berarti sengketanya tidak layak diselesaikan di Komisi Informasi, tapi 
secara aturan dan Komisi Informasi melihat bukti-bukti bahwa 
yayasan/perguruan tinggi tersebut adalah badan publik dan sudah 
dibuktikan dipersidangan bahwa yang dimaksud dengan badan publik 
adalah siapa saja yang menggunakan dana negara baik APBN dan/atau 
APBD maupun mendapatkan bantuan yang sebagian pendapatannya itu 
berasal dari anggaran negara selama ada bantuan dari negara, 
masyarakat, maka itu termasuk badan publik. Jadi Komisi Informasi 
berhak menyelesaikan kasus antara Nampat Silangit dan Universitas 
Putera Batam (UPB) karena UPB adalah badan publik. Jadi UPB tidak 




                                                             
38
 Wawancara dengan Bapak Arifuddin Jalil, S.Ag– Komisioner Komisi Informasi Kepulauan Riau, 
03 Februari 2013 
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3. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 
 Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (UU KIP), tingkatan penyelesaian sengketa informasi 
publik adalah di internal badan publik, lalu ke Komisi Informasi dan 
Pengadilan. Proses tersebut dilakukan secara bertingkat, jika tidak selesai 
di proses pertama maka lanjut ke proses berikutnya begitu sampai 
terakhir.  
 Pada dasarnya, penyelesaian sengketa informasi publik di internal 
badan publik merupakan tahap awal dari penyelesaian sengketa 
informasi. Penyelesaian sengketa secara internal ini merupakan syarat 
yang harus ditempuh oleh setiap pemohon informasi sebelum memasuki 
penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi. Pengajuan Surat  
Keberatan oleh Pemohon informasi kepada atasan Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID)/badan publik merupakan awal 
dimulainya rangkaian penyelesaian sengketa informasi. 
 Dalam proses menunggu jawaban surat keberatan tersebut 
sebenarnya adalah kesempatan bagi badan publik untuk menjelaskan 
kepada Pemohon soal kenapa sebuah informasi tidak diberikan atau 
diabaikan, diharapkan terjadi komunikasi intensif antara Pemohon dan 
badan publik untuk bermusyawarah agar menemukan solusi terhadap 
sengketa yang terjadi sehingga hak-hak Pemohon bisa terpenuhi dan 
badan publik juga bisa menunaikan kewajibannya sesuai perintah undang-
undang. 
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 Menurut Mattewakkan, anggota komisioner Komisi Informasi 
Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa ujung tombak penyelesaian sengketa 
informasi publik sebenarnya berada di tingkatan ini. Jikalau penyelesaian 
sengketa secara internal tersebut gagal maka barulah kemudian meminta 
bantuan Komisi Informasi. Gagalnya proses ini ditandai ketidakpuasan 
Pemohon terhadap jawaban atas Surat Keberatan tersebut ataukah ada 
jawaban sama sekali dari atasan badan publik sampai batas waktu 
menjawab habis, yaitu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterimanya Surat 
Keberatan.39 
 Salah satu syarat mengajukan Permohonan Penyelesaian 
Sengketa Informasi ke Komisi Informasi adalah menunjukkan bukti jika 
Pemohon sudah mengajukan proses keberatan ke badan publik, berupa 
Surat Keberatan beserta surat tanda terima dari badan publik. Jika syarat 
ini tidak dipenuhi maka permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan 
tidak bisa diproses atau batal demi hukum. 
 Komisi Informasi kemudian akan melakukan beberapa proses untuk 
menentukan apakah permohonan penyelesaian sengketa tersebut akan 
melalui mediasi terlebih dahulu atau langsung ke ajudikasi non litigasi. 
Komisi informasi sudah harus melakukan proses penyelesaian sengketa 
dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan 
penyelesaian sengketa dari Pemohon dan sengketa tersebut sudah harus 
selesai paling lambat 100 (seratus) hari kerja. 
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 Mattewakkan, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, 
http://karaengmonga.net/penyelesaian-sengketa-informasi-publik/, diakses tanggal 3 Februari 
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 Hasil dari proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi akan 
berupa akta perdamaian jika selesai melalui mediasi, sifatnya final dan 
mengikat bagi kedua belah pihak yang kemudian ditetapkan menjadi 
Putusan Komisi Informasi. Jika melalui ajudikasi non litigasi berupa 
Putusan Komisi Informasi yang berisi perintah membatalkan atau 
mengukuhkan keputusan PPID atau badan publik dan memerintahkan 
PPID/badan publik menjalankan kewajiban terkait akses informasi publik 
sesuai undang-undang dan mengatur mengenai biaya perolehan informasi 
publik untuk sengketa tersebut. 
 Putusan Komisi lnformasi mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang 
berwenang oleh Pemohon lnformasi. Jika salah satu pihak tidak puas 
dengan Putusan tersebut maka bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan 
Tata Usaha Negara (PTUN) jika yang digugat adalah Badan Publik 
Negara atau pengadilan negeri jika tergugat adalah badan publik non 
negara. Namun jika dalam waktu 14 (empat belas) hari keja setelah 
putusan dibacakan tak ada gugatan terhadap Putusan Komisi Informasi 
maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht 
van gewijsde). 
 Untuk menyelesaikan sengketa informasi publik di pengadilan maka 
para pihak harus menempuh seluruh upaya administrasi, yaitu keberatan 
dan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Apabila upaya-upaya 
tersebut belum dilakukan, maka pengadilan tidak berwenang menerima, 
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memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan tersebut. Mahkamah 
Agung membuat Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan. 
Adapun penyelesaian sengketa informasi melalui pengadilan, yang 
langkah-langkahnya sebagai berikut: 
1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi 
Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke 
Pengadilan yang berwenang. Keberatan diajukan dalam tenggang 
waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi 
diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan. 
Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan, 
maka putusan Komisi Informasi berkekuatan tetap. (Pasal 4). 
2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak keberatan 
teregister di Kepaniteraan Pengadilan, Panitera meminta Komisi 
Informasi yang memutus perkara tersebut untuk mengirimkan 
salinan resmi putusan yang disengketakan serta seluruh berkas 
perkaranya. Komisi Informasi wajib mengirimkan putusan dan 
berkas perkara ke Pengadilan selambat-lambatnya 14 (empat 
belas) hari sejak permintaan diajukan. Termohon keberatan dapat 
menyerahkan jawabab atas keberatan kepada Paniteran 
Pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan 
teregister. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah lewat tenggang 
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waktu, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk mengadili 
perkara. (pasal 6) 
3) Pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap Putusan 
Komisi Informasi, berkas perkara, serta pemohonan keberatan dan 
jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak. Pemeriksaan 
dilakukan tanpa proses mediasi. Pemeriksaan bukti hanya dapat 
dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak 
serja jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis 
Hakim. Untuk terangnya suatu perkara, Majelis Hakim dapat 
memanggil Komisi Informasi untuk memberikan keterangan apabila 
diperlukan. (Pasal 7) 
4) Keberatan diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang sedapat 
mungkin terdiri dari hakim-hakim yang mempunyai pengetahuan di 
bidang keterbukaan informasi. Pemeriksaan keberatan dilakukan 
dalam sidang yang terbuka untuk umum, kecuali terhadap 
pemeriksaan dokumen yang berisikan informasi yang dikecualikan. 
Majelis Hakim wajib menjaga kerahasiaan dokumen dan Pemohon 
Informasi atau kuasanya tidak dapat melihat atau melakukan 
pemeriksaan terhadap dokumen yang berisikan informasi yang 
dikecualikan. (Pasal 8) 
5) Pengadilan wajib memutus dalam waktu paling lambat 60 (enam 
puluh) hari sejak Majelis Hakim ditetapkan. Putusan diucapkan 
dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan Pengadilan 
72 
dapat berupa membatalkan atau menguatkan putusan Komisi 
Informasi dengan merujuk Pasal 49 UU KIP. Putusan Pengadilan 
yang terlah berkuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan 
hukum acara yang berlaku di masing-masing lingkungan 
peradilan.(Pasal 9) 
 
 Undang-undang KIP menempatkan Mahkamah Agung sebagai 
penyelesai akhir perkara sengketa informasi. Meski demikian UU KIP 
sendiri tidak mengatur secara teknis proses kasasi di Mahkamah Agung 
sehingga proses dan tahapan kasasi sengketa informasi mengikuti dan 
menyesuaikan dengan hukum acara pemeriksaan kasasi yang selama ini 
ada.40 
 Secara singkat, ibu Juli Handayani mengatakan untuk prosedur 
penyelesaian sengketa informasi publik diberikan kesempatan kepada 
pihak yang bersangkutan setelah 14 hari mendapatkan surat 
keputusan/tanggapan dari PPID bisa mengajukan sengketa ke Komisi 
Informasi dan dalam tenggang waktu paling lama 100 hari sudah harus 
selesai. Dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi, pihak 
yang mengajukan keberatan bisa menerima ketika ada tahap mediasi di 
Komisi Informasi. Jika pihak yang mengajukan keberatan itu menerima 
dengan baik maka perkara itu selesai. Jika pihak tersebut tidak menerima, 
maka dilanjut dengan sidang ajudikasi. Dan apabila salah satu pihak 
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merasa tidak puas dengan hasil putusan Komisi Informasi maka pihak 
tersebut bisa mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke 
Pengadilan Negeri.  Didalam proses penyelesaian sengketa informasi 
publik di Pengadilan Negeri tidak dilalui lagi mediasi. Pengadilan Negeri 
hanya akan mempertimbangkan keberatan atas putusan Komisi Informasi 
tersebut. Jadi, dalam tenggang waktu tertentu majelis hakim sudah harus 
memutus.  Penerapan asas peradilan, cepat, sederhana, dan biaya ringan 
dalam menyelesaikan kasus sengketa informasi publik di Pengadilan 
Negeri Batam sudah terlaksana karena khusus untuk sengketa informasi 
publik dibatasi waktu 60 hari sudah harus memutus, maka dari itu asas 
peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tersebut memang sudah 
sesuai karena ada tenggang waktu yang dibatasi dari menerima berkas 
sampai putusan.41 
 
B. Penerapan Mediasi Didalam Sengketa Informasi Publik 
 Mediasi telah menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa 
di Indonesia. Penggunaannya sudah diintegrasikan ke dalam sistem 
peradilan kita dan juga di berbagai undang-undang sebagai alternatif 
menyelesaikan sengketa terutama yang terjadi antara warga dengan 
negara, diantaranya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-
Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-
Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 
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dan lain-lain. Secara umum mediasi berarti proses penyelesaian sengketa 
antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat 
dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.42 
 Pelaksanaan mediasi dikenal ada dua jenis, yaitu di dalam 
pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di pengadilan diatur oleh 
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi 
di Pengadilan yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum 
pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim 
sebuah Pengadilan Negeri dan mediator non hakim yang bersertifikat. 
Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, 
maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa. 
 Dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur 
mediasi diluar pengadilan. Hal ini terlihat jelas dalam definisi mediasi 
sengketa informasi publik dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi 
Publik, penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui 
bantuan mediator komisi informasi. Dengan demikian mediator dalam 
sengketa informasi publik adalah komisioner di Komisi Informasi, bukan 
pengadilan.43  
 Menurut Juli Handayani, di pengadilan tidak lagi melalui tahap 
mediasi karena pada tahap pengadilan negeri bersifat banding atas 
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putusan komisi informasi. Tidak dilakukannya mediasi lagi karena pada 
tahap pertama, gugatan pertama yang menerima adalah komisi informasi 
sebagai pengadilan tingkat pertama, kalaupun ada keberatan diajukan ke 
pengadilan negeri sebagai tahap banding atas putusan komisi informasi 
itu. Jadi mediasi tidak berlaku pada tahapan banding karena sifatnya 
banding, padahal di dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur 
mediasi di pengadilan, setiap perkara perdata harus melalu tahap mediasi, 
namun dalam hal ini pengecualian untuk keterbukaan informasi tidak 
melalui tahap proses mediasi dipengadilan. Jadi untuk kasus sengketa 
informasi publik, proses mediasi hanya dilakukan di Komisi Informasi.44 
 
1. Proses Mediasi Di Komisi Informasi 
 Pada hari pertama sidang penyelesaian sengketa, Majelis 
Komisioner akan memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon 
untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu sepanjang sengketa 
yang akan diselesaikan tidak menyangkut penolakan permintaan informasi 
dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU 
KIP.  
 Hal yang perlu diketahui secara mendasar adalah bahwa 
penyelesaian sengketa melalui mediasi hanya dapat dilakukan terhadap 
pokok perkara sebagai berikut; karena tidak tersedia informasi berkala, 
permintaan, informasi tidak ditanggapi, ditanggapi tapi tidak sebagaimana 
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permintaan, permintaan informasi tidak dipenuhi, biaya yang tidak wajar 
dan melebihi batas waktu. Jika sengketa yang akan diselesaikan 
menyangkut penolakan permintaan informasi dengan alasan pengecualian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP maka proses 
penyelesaian sengketanya tidak perlu melewati proses mediasi namun 
sidang penyelesaian sengketa langsung ke tahap pembuktian tentang 
betul tidaknya informasi tersebut termasuk yang dikecualikan. 
 Menurut Bapak Arifuddin Jalil, di Komisi Informasi, jika terkait 
dengan rahasia negara itu tidak boleh di mediasi, tetapi langsung ke 
sidang ajudikasi, jadi jika jawaban dari badan publik sebagai termohon 
dalam sengketa informasi publik tersebut mengatakan bahwa informasi 
tidak boleh diberikan kepada pemohon oleh karena informasi yang diminta 
adalah informasi negara maka Komisi Informasi tidak berhak 
menyarankan mediasi namun langsung ke ajudikasi untuk dibuktikan 
melalui uji publik dan/atau uji konsekuensi untuk mempelajari aturan 
perundang-undangan lainnya yang terkait dengan yang menyatakan 
bahwa informasi tersebut adalah rahasia atau tidak bisa dibuka. 45  
 Mediasi menganut prinsip yang berlaku umum dalam pelaksanaan 
mediasi, yaitu bersifat sukarela. Keputusan untuk memilih mediasi 
merupakan pilihan para pihak dan atas keinginan sendiri tanpa paksaan 
dari pihak manapun, meski itu dari Majelis Komisioner atau anggota 
Komisi Informasi. Jika salah satu pihak tidak menghendaki atau berat hati 
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memasuki proses mediasi maka kecil kemungkinan akan terjadi 
kesepakatan perdamaian. Sukarela merupakan jaminan bahwa para pihak 
bersedia dan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan sengketa 
informasi yang terjadi sehingga para pihak secara bersama-sama akan 
mencari solusi untuk mengakhiri sengketa. 
 Mediator ditetapkan oleh Komisi Informasi dalam sebuah Rapat 
Pleno bersamaan dengan penetapan Majelis Komisioner. Mediator 
berjumlah satu orang dan dapat dibantu oleh seorang mediator pembantu. 
 Menurut Bapak Arifuddin Jalil, sebagai komisioner juga merangkap 
sebagai fungsi mediator, tentunya peran dan fungsi mediator disini bersifat 
sebagai fasilitator bagaimana mempertemukan  dua titik yang tentu 
selama ini ada perbedaan. Fungsi mediator disini adalah bagaimana 
memberikan pemahaman, menyampaikan persoalan sebetulnya untuk 
terjadinya kesepakatan atau perdamaian. Pada dasarnya fungsi mediator 
adalah bagaimana memediasi kedua pihak sehingga terjadinya 
perdamaian tanpa melakukan intervensi terlalu jauh jadi sifatnya hanya 
sebagai fasilitator. Mediator yang baik sejauh mana ia menggali informasi-
informasi dan persoalan-persoalan yang dialami oleh para pihak. Kalau 
mediatornya mampu menggali, memberikan solusi solusi terbaik,dan 
memberikan pemahaman maka dengan mudah para pihak akan menemui 
titik terang dan merujuk pada kesepakatan yang baik. Jadi memang 
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memiliki kemampuan komunikasi yang baik antara mengkomunikasikan 
keinginan si A dan si B menjadi sesuatu yang positif.46   
 Pelaksanaan mediasi dilakukan di hari pertama sidang ajudikasi 
namun jika para pihak menghendaki bisa dilakukan di hari lain paling 
lambat 3 (tiga) hari kerja sejak sidang ditunda. 
 Mediasi juga bersifat tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain. 
Artinya jika para pihak sendiri tidak meminta agar prosesnya dilakukan 
secara terbuka maka pertemuan-pertemuan dalam proses mediasi selalu 
akan dilaksanakan tertutup. Tidak setiap orang bisa mengakses informasi 
ke ruang mediasi. Begitupun semua yang terjadi dalam ruang mediasi 
akan dirahasiakan dari akses pihak luar.47 Menurut Bapak Mattewakkan, 
hanya para pihak, mediator, mediator pembantu dan petugas yang 
ditunjuk oleh Komisi Informasi yang bisa mengakses dan mengetahui 
segala yang terjadi di ruangan mediasi. Hal ini dimaksudkan agar adanya 
kenyamanan bagi para pihak untuk menyampaikan tawaran dan 
kepentingan dalam setiap proses penyelesaian sengketa.48 
 Mediator harus mengupayakan mediasi berlangsung dalam sekali 
pertemuan, namun jika tidak memungkinkan maka pertemuan selanjutnya 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pertemuan pertama 
berlangsung. Jika para pihak menghendaki adanya pertemuan ketiga 
maka diberi kesempatan dalam 7 (tujuh) hari kerja. Mediasi bisa dilakukan 
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secara langsung atau tidak langsung dengan mempertimbangkan jarak 
dan substansi perkara yang sedang diselesaikan. 
 Selain memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan 
bersama Mediator juga mempunyai tugas teknis agar proses mediasi 
berjalan efektif dan terencana, seperti melakukan caucus (pembicaraan 
terpisah dengan salah satu pihak) jika dibutuhkan, mencatat, merekam 
(atas seizin para pihak) proses mediasi dan membantu para pihak 
merumuskan dan memeriksa hasil kesepakatan.  
 Proses Mediasi yang dilakukan akan berakhir pada dua 
kemungkinan, yaitu:  
1) Tercipta kesepakatan di antara para pihak yang dituangkan dalam 
Kesepakatan Perdamaian kemudian dikukuhkan oleh Komisi Informasi 
menjadi Putusan Mediasi, atau  
2) Mediasi dinyatakan gagal, yang disebabkan oleh:  
a) Salah satu pihak atau para pihak menyatakan secara tertulis bahwa 
proses mediasi gagal; 
b) Salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari perundingan;  
c) Kesepakatan mediasi belum tercapai dalam jangka waktu yang 
telah ditentukan; atau  
d) Termohon tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas. 
 
 Putusan Komisi Informasi hasil dari kesepakatan Mediasi bersifat 
final dan mengikat. Jika mediasi dinyatakan gagal maka mediator akan 
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membuat Surat Pernyataan Mediasi Gagal untuk disampaikan Ketua 
Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa informasi sehingga proses 
sidang ajudikasi dilanjutkan kembali.  
 
 
2. Kendala Dalam Melakukan Mediasi Didalam Sengketa Informasi 
Publik. 
 Menurut Bapak Arifuddin Jalil, mediasi dalam ruang penyelesaian 
sengketa informasi publik itu biasa terjadi miss-komunikasi oleh karena 
pihak tidak paham mengenai transparansi atau keterbukaan informasi 
publik. Hal tersebutlah yang menjadi kendala dalam suatu proses mediasi. 
Jadi secara umum menurut Bapak Arifuddin Jalil, saat ini sudah memasuki 
era transparansi atau era keterbukaan maka biasanya para pihak bisa 
terima khususnya pihak termohon dalam hal ini badan publik ketika 
dijelaskan mengapa informasi tersebut terbuka dan mengapa dikatakan 
informasi rahasia dan para pihak memahami, maka tidak terjadi hal-hal 
signifikan atau terjadi perdebatan jadi mengarah ke kesepakatan 
perdamaian. Namun apabila para pihak tidak memahami maka terjadilah 
perdebatan.49 
 Sedangkan menurut Bapak Mattewakkan yang menjadi kendala 
utama dalam proses mediasi adalah ketika para pihak tidak menghadiri 
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undangan mediasi.50 Penulis sependapat dengan Bapak Mattewakkang 
yang menjadi kendala dalam proses mediasi adalah ketika salah satu 
pihak atau pihak tidak menghadiri undangan mediasi.  
 Penulis berpendapat selain dua kendala diatas yang menjadi 
kendala juga apabila salah satu pihak menolak untuk dimediasi seperti 
pada kasus Nampat Silangit dengan Universitas Putera Batam tidak 
menempuh proses mediasi karena Pihak Universitas Batam menolak 
untuk dimediasi dengan alasan bahwa informasi yang diminta oleh 
Nampat Silangit itu adalah informasi privat (rahasia) jadi pihak termohon 
tidak mau menggunakan ruang mediasi ketika Komisi Informasi 
menawarkan51.  
 Dengan adanya kendala yang disebutkan diatas maka penerapan 
mediasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik belum efektif. 
Penulis berpendapat keefektifan mediasi bisa dilihat apabila kedua belah 
pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketanya didalam proses mediasi  
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 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta 
pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam 
penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sengketa informasi publik terjadi jika dalam melakukan akses dan 
permintaan informasi, masyarakat sebagai pengguna dan 
pemohon informasi mendapatkan kesulitan dari Badan Publik 
yang diminta sehingga masyarakat sebagai pemohon informasi 
mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID). Ada beberapa faktor sehingga 
Pemohon Informasi mengajukan keberatan ke atasan PPID. 
Faktor-faktor ini bisa juga dikatakan sebagai penyebab terjadinya 
sengketa informasi publik. Faktor tersebut berdasarkan Pasal 35 
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik, yaitu adanya penolakan atas permintaan 
informasi, Badan Publik tidak menyediakan informasi berkala, 
tidak ditanggapinya permintaan informasi, permintaan informasi 
ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, tidak dipenuhinya 
permintaan informasi, pengenaan biaya yang tidak wajar, atau 
penyampaian informasi yang melebihi waktu.  
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2. Penerapan mediasi di sengketa informasi publik mendapatkan 
kendala yaitu salah satu pihak tidak paham mengenai 
keterbukaan informasi publik dan yang menjadi kendala utama 
dalam proses mediasi adalah ketika para pihak tidak menghadiri 
undangan mediasi sehingga penerapan mediasi dalam 
menyelesaikan sengketa informasi publik belum efektif. 
keefektifan mediasi bisa dilihat apabila kedua belah pihak sepakat 
untuk menyelesaikan sengketanya didalam proses mediasi  dan 




 Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil 
penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Badan Publik harus memahami prinsip transparansi dalam 
mengelola informasi dan memberikan informasi kepada masyarakat 
agar supaya masyarakat bisa turut berpartisipasi terhadap setiap 
kebijakan yang dilaksanakan oleh badan publik atau penyelenggara 
negara. 
2. Sebaiknya sengketa informasi diselesaikan secara maksimal di 
Komisi informasi dan mengutamakan jalur mediasi karena kedua 
belah pihak akan mendapatkan pembelajaran dan menyepakati 
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